PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 1985

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN
DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975 DAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang

Mengingat:

susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah dua
kali diubah yaitu dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 serta untuk menggantikan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai- mana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1975, dipandang perlu untuk menetapkan
Peraturan Pemerintah;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum
Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan  Rakyat
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2941) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun
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1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3064), dan Undang-undang Nomor 2 Tahun
1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3282);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan
Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran
Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969
TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1985.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

a.

Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;

Undang-undang Pemilihan Umum adalah Undang-undang Nomor 1.5 Tahun 1969
tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975,
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1985;

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah. Majelis Permusyawaratan
Rakyat selanjutnya disebut MPR, Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut
DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat | selanjutnya disebut DPRD |,
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dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1l selanjutnya disebut DPRD lII;

Anggota Tambahan MPR adalah Anggota MPR bukan Anggota DPR yang terdiri
dari Anggota Utusan Daerah, Anggota Utusan Organisasi peserta Pemilihan
Umum dan Utusan golongan karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta
Utusan Golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar 1945;

Utusan Daerah adalah seorang yang diutus oleh Daerah atas hasil pemilihan
DPRD | yang bersangkutan untuk menjadi Anggota MPR yang dianggap dapat
membawakan kepentingan rakyat yang ada di daerahnya dan mengetahui serta
mempunyai tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan Negara pada
umumnya;

Organisasi peserta Pemilihan Umum adalah 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial
politik yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan
Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a Undang-undang
Pemilihan Umum.

Utusan Golongan-golongan adalah Utusan badan-badan seperti koperasi, serikat
sekerja, dan lain-lain badan kolektif yang mempunyai potensi dalam kehidupan
kemasyarakatan dan kenegaraan;

WNRI adalah Warganegara Republik Indonesia.

Pasal 2

Golongan karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, selanjutnya disebut golongan
karya ABRI meliputi :

apop

(1)

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara,
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB Il
SUSUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama
Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 3

Jumlah Anggota MPR adalah dua kali jumlah Anggota DPR yaitu sebanyak 1000
(seribu) orang yang terdiri dari :
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a.
b.

Anggota DPR sebanyak 500 (lima ratus) orang;
Anggota Tambahan MPR sebanyak 500 (lima ratus) orang.

(2) Anggota Tambahan MPR sebanyak 500 (lima ratus) orang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a.

Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah yang ditetapkan sekurang-
kurangnya 4 (empat) orang dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang
untuk tiap Daerah Tingkat I, dengan dasar perhitungan untuk tiap Daerah
Tingkat | yang berpenduduk :

0] kurang dari 1.000.000 (satu juta) orang mendapat 4 (empat) orang
utusan;

(i) 1.000.000 (satu juta) orang sampai 5.000.000 (lima juta) orang
mendapat 5 (lima) orang utusan;

(i)  5.000.000 (lima juta) orang sampai 10.000.000 (sepuluh juta) orang
mendapat 6 (enam) orang utusan;

(iv)  10.000.000 (sepuluh juta) orang sampai 15.000.000 (lima belas juta)
orang mendapat 7 (tujuh) orang utusan;

(v) 15.000.000 (lima belas juta) orang ke atas mendapat 8 (delapan)
orang utusan.

Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah berdasarkan perkiraan jumlah
penduduk WNRI pada waktu dilaksanakan Pemilihan Umum, seluruhnya
berjumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) orang dengan perincian sebagai
berikut :

1. Daerah Istimewa Aceh 5 orang
2. Sumatera Utara 6 orang
3. Sumatera Barat 5 orang
4. Riau 5 orang
5. Jambi 5 orang
6. Sumatera Selatan
6 orang
7. Bengkulu 4 orang
8. Lampung 6 orang
9. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 6 orang
10. Jawa Barat 8 orang
11. Jawa Tengah 8 orang
12.  Daerah Istimewa Yogyakarta 5 orang
13. Jawa Timur 8 orang
14.  Kalimantan Barat 5 orang
15. Kalimantan Tengah 5 orang
16. Kalimantan Selatan 5 orang
17.  Kalimantan Timur 5 orang
18.  Sulawesi Utara 5 orang
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@)

(4)

()

(6)

(1)

)

19.  Sulawesi Tengah 5 orang
20.  Sulawesi Tenggara 5 orang
21.  Sulawesi Selatan 6 orang
22. Bali 5 orang
23. Nusa Tenggara Barat 5 orang
24.  Nusa Tenggara Timur 5 orang
25. Maluku 5 orang
26. Irian Jaya 5 orang
27.  Timor Timur 4 orang
b. Anggota Tambahan MPR Utusan Organisasi peserta Pemilihan Umum dan

Utusan golongan karya ABRI, yang jumlahnya adalah sebanyak 253 (dua
ratus lima puluh tiga) orang, ditetapkan berdasarkan imbangan susunan
Anggota DPR;

C. Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan-golongan yang ditetapkan
sebanyak 100 (seratus) orang.

Organisasi peserta Pemilihan Umum yang ikut Pemilihan Umum dijamin sekurang-
kurangnya 5 (lima) orang Utusan di MPR. Apabila berdasarkan perhitungan
organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan memperoleh kurang dari
5 (lima) orang utusan, kepadanya diberikan tambahan sehingga menjadi 5 (lima)
orang Utusan di MPR.

Perhitungan jumlah Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah sebagai- mana
dimaksud dalam ayat (2) huruf a, akan bertambah atau berkurang dengan
memperhatikan hasil pendaftaran jumlah penduduk WNRI pada waktu
dilaksanakan Pemilihan Umum.

Perubahan jumlah Anggota Tambahan MPR Utusan Organisasi peserta Pemilihan
Umum dan Utusan golongan karya ABRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
huruf b akan bertambah atau berkurang berdasarkan hasil perhitungan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Penambahan atau pengurangan jumlah Anggota Tambahan MPR sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 4

Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah termasuk Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I dipilih oleh DPRD | dalam Rapat Paripurna Terbuka DPRD I.

Calon Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah yang dipilih sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat | dan
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